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Bab 2

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN PENY ELENGGARAAN HUTAN DESA

2.1. Pembangunan Berkelanjutan

Sgjarah pembangunan berkelanjutan diawali dari Confe-
rence on the Human Environment (Konferensi mengenai
lingkungan manusia) yang diadakan ol eh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada tahun 1972 di Stockholm. Dalam kon-
ferens yang dihadiri oleh delegasi negaramaju maupun negara
berkembang termasuk Indonesiatersebut menghasilkan kesepa-
katan bahwa perlu adanya pertimbangan masalah lingkungan
dalam program-program pembangunan yang selama ini di-
jalankan.

Berangkat dari konferensi di Stockholm, PBB melalui
world conference on environment and development (WCED)
padatahun 1987 mempublikas kan sebuah |aporan yang berjudul
our comman future atau Brundtland report yang didalamnya
memuat mengenai konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut laporan tersebut pembangunan berkelanjutan dide-
finigkan sebagal prosespembangunan untuk memenuhi kebutuhan
pada masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan
generas yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
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Sejak dipublikasikan oleh WCED mulai banyak paraahli
dari berbagai disiplin ilmu mendefinisikan mengena pemba-
ngunan berkelanjutan. Tidak berhenti sampai dipertemuan
WCED, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan
dilanjutkan dengan United Nations’ Earth Summit atau
Konferenss Bumi PBB pada tahun 1992 di Rio Janerio yang
menghasilkan Agenda 21 dan disambung dengan pertemuan di
Johannesburg yang dilaksanakan Majelis Umum PBB yang
mengadopsi Millenium Development Goals pada tahun 2000
dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2002
(United Nations, 1995). Dari berbagai pertemuan yang di-
adakan menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembangunan
berkelanjutan. Berikut ini merupakan overview perjalanan dan
dinamikatentang pembangunan berkel anjutan.

Tabel 1. Sgarah Pembangunan Berkel anjutan

SEJARAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN - - Deidarasi Johanesburg
1972 Stackholm Rio de Janeiro  Johannesburg -Daréasdmss&'iemsaoepm:mm
Konsep Pombangunan | 5 4ei 1972 Komsi WCED(Word | Korferensi UNCED pada pembangunan WW. masyarika!
*Barcad Dovacpnen| <Kondwrwrs uma PER, | Commsionn Evn. | (ke Mot _‘::“’:;" global manusiaw, piar-plar pembangunan,
 Bane npod sepaiical maeyeiamatcan | merd and Deveicpment]. RN L
+ Pergrataan bumi melulul Kecjasama | 1 Olodesr 1984 Devaicomart) anggung jaweb lEﬂ‘?dap anak (ucu
Homitas hid antarbargsa i s ::;;rx = Darl Stockhoim ke Rio de Janeiro ke Johannesbeng :
Perbeelukan UNEP | Brunciand (Newegis n berka: oz .
(Unfed Natons Eryion. | e Kiua Marsor | S0RR mefindungi ingiungan, pembargunan ekonom, dan
mectPrgane] | Khekd (Secan) e s sosal, serta memperkuat komimen PB, menumis-
Perkembingan 1972-1082 | Aganda Globa! Persbaren 788 tahun 2000 ean visl pembangunan umat manusia, kemaiuan
» Maningiarican kesamhes- | » Targel pembangunan diaikan dengan fan global
faan pandudik Barvslanjulan 2000 T U’ga‘ Wﬂ m {
Menegiatyabusn |+ Keqasams gobdl arta Tarkangan globe! - kemiskingn, 0ap negara ma
asam regar tn bang, lingiungan globat kerus me
* Lautan sermaion iolat | + Peranganan masaiah ¥ Mm ﬁ@hl‘@'m Whm
+ Liars semakin e x_‘.r;m setars ot sef‘.t_sakm
* Hewan & Smbohan fewcd » Komitmen feadap pembangunan berkelanuian
baryak yg pussh «Agends pegia panjang o
+ Manguayican komes merangaran masalah « Multiateralisme adaieh masa depan
‘porsieroim el | Weghergen « Mari mewujuckanya
ngan ka Goveming
Councll UNEP
1972 1982 1992 2002

Dari berbagai definis pembangunan berkelanjutan yang
ada, dapat diintisarikan bahwa pembangunan berkel anjutan
ditujukan untuk pencapaian tidak hanya keberlanjutan bidang
ekologi/lingkungan akan tetapi keberlanjutan dibidang ekonomi
dan sosia. Model pembangunan berkelanjutan sesuai yang
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disampaikan oleh International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN) dalam Todoror dan
Marinova (2011:1401) seperti tersgji dalam Gambar 1.

Social

Equitable
sifran

Viable

Economic

Gambar 1. Modd Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menurut Budimanta dalam
Mardikanto (2014:121) adalah kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kese-
jahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia
tanpamengurangi akses dan kesempatan kepadagenerasi yang
akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Didalamnya tidak sgja berkonsentrasi pada isu-isu ling-
kungan. Lebih dari itu, 3 pilar pembangunan berkelanjutan
mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi,
pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. World
Summit 2005 menyebut ketiga pilar tersebut merupakan pilar
pendorong bagi pembangunan berkelanjutan dan saling terkait
(Mardikanto. 2014:121).

Model pembangunan berkelanjutan seperti disebutkan
pada Gambar 1 dapat diuraikan sebagai berikut, pembangunan
berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan
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ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.
Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain,
karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. A spek
yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnyaterpengaruh.
Hubungan antara ekonomi dan sosia diharapkan dapat men-
ciptakan hubungan yang adil (equitable). Hubungan antara
ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan
(viable). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan
bertujuan agar dapat terus bertahan (bearable).

Menurut Mardikanto (2014:121) ketiga aspek tersebut

yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan
kondisi berkelanjutan (sustainable).

Indikator Lingkungan

K eberlanjutan lingkungan dengan menerapkan konservasi
atau diversifikas pemanfaatan sumber daya alam, dan ke-
selamatan masyarakat |okal sebagai berikut:

1.

2.

a

b.

Q@ + 0o o

Terjaganya keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis
Tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan
yang berlaku, nasional dan lokal (tidak menimbulkan
pencemaran udara, air, tanah)

Terjaganya keanekaragaman hayati (genetik, spesies,
dan ekosistem)

Dipatuhinya peraturan tatagunalahan atau tataruang
Tidak menyebabkan timbul nya gangguan kesehatan
Dipatuhinya peraturan keselamatan kerja

Adanya prosedur yang terdokumentasi yang menjelas-
kan usaha-usaha yang memadai untuk mencegah
kecelakaan dan mengatas bilaterjadi kecelakaan.

Indikator ekonomi

a

b.
C.

Kesgjahteraan Masyarakat lokal
Tidak menurunkan pendapatan masyarakat |okal
Adanyakesepakatan dari pihak-pihak yang terkait untuk
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menyelesaikan masalah-masalah PHK sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku

d. Adanya upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan
dampak penurunan pendapatan bagi sekolompok mas-
yarakat

e. Tidak menurunkan kualitas pelayanan umum untuk
masyarakat lokal

3. Indikator sosia
a Partisipas masyarakat
b. Adanya proses konsultasi ke masyarakat |okal

c. Adanyatanggapan dan tindak |anjut terhadap komentar,
keluhan masyarakat lokal.
d. Tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat |ocal
Isu lingkungan seiring dengan gagasan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) disebabkan me-
rebaknya masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan
hidup. Pembangunan ekonomi yang hanya mengejar pertum-
buhan semata sering mengesampingkan kondisi lingkungan
sehingga terjadi kerusakan dan menggerus sumber daya alam
(Sobur, 2005:185). Oleh karena itu menjadi penting untuk di-
kaji pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup
yang berkelanjutan..
Setidaknya adatigaalasan utamamengapa pembangunan
ekonomi harus berkelanjutan (Fauzi, 2004:10), yakni:

1. Alasan Mora. Generas kini yang menikmati barang dan
jasayang dihasilkan dari sumberdayaaam dan lingkungan
memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan
sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang.
Kewagjiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi
sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga
menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk
menikmati layanan yang sama.
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Alasan Ekologi. K eanekaragaman hayati, misalnya, memiliki

nilai ekologi yang sangat tinggi sehinggaaktivitasekonomi
semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam
fungs ekologi tersebut.

Alasan EKonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih
menjadi perdebatan karenatidak diketahui apakah aktivitas
ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria
berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri
cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari
sisi ekonomi ini hanyadibatasi pada pengukuran kesgjah-
teraan antar generasi (intergenerational welfare maxi-
mi zation).

Dengan demikian, tujuan pembangunan berkel anjutan pada

dasarnya terletak pada adanya harmonisasi antara tujuan
ekonomi, tujuan ekologi dan tujuan sosial. Selain definisi ope-
rasiona di atas, dalam Fauzi (2004:35) melihat bahwa konsep
keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman,
yaitu:

1.

K eberlanjutan ekonomi, yaitu pembangunan yang mampu
menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk me-
melihara keberlanjutan Pemerintahan dan menghindari
terjadinyaketi dakseimbangan sektoral yang dapat merusak
produks pertanian dan industri.

- Keberlanjutan lingkungan, yaitu pembangunan harus mam-

pu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari
eksploitasi sumberdayaalam dan fungsi penyerapan ling-
kungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan ke-
anekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungis
ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-
sumber ekonomi.

K eberlanjutan sosia, yaitu pembangunan dianggap sebagal
sistem yang mampu mencapal kesetaraan, menyediakan
layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender,
dan akuntabilitas politik.
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2.2. Konsep Pentahelix dalam Pembangunan

Konsep Penta Helix awalnya berasal dari teori Triple
Helix yang meyakini bahwa hubungan Triple Helix yang kuat
antara Akademisi, Business and Government (ABC) akan
mendorong inovasi baik secara ekonomi maupun ilmiah
(Etzkowitz & Leydesdorff, 1997). Selanjutnya konsep Triple
Helix dikembangkan menjadi Quadruple Helix dengan
penambahan Medias sebagal helix keempat (Carayannis &
Campbell, 2010; Ivanova, 2014; Leydesdorff, 2012a)
kemudian dikembangkan lagi menjadi Penta (Quintuple) Helix
(Carayannis , Barth, & Campbell, 2012; Fyodorov, Peshina,
Gredina, & Avdeev, 2012; Halibas, Sibayan, Lyn, & Maata,
2017; Tonkovic et a., 2015; E. Veckie & VW Veckie, 2014).

Namun ternyata konsep dan konstruk teori Quadruple
Helix dan Penta (quintuple) Helix belum matang, hal ini terlihat
dari perbedaan padaheliks keempat dan kelimayang diusulkan,
setelah melihat kecenderungan pada banyak penelitian se-
belumnya yang langsung menggunakan Penta Helix dalam
kerangkapenelitian kualitatif tanpamelihat kesimpulan apakah
konsep tersebut sudah divalidasi atau belum. K onsep quadruple
helix dikemukakan oleh Carayannis dan Campbell (2010),
L eydesdorf (20124), Ivanova (2012) dan dimaksudkan sebagai
kerangka kerja konseptual untuk mendukung inovasi, yang
digjukan tanpa validas empiris. Selanjutnya, konsep model
Penta Helix Innovation dikembangkan oleh Carayannis et al.
(2012), modd ini digunakan sebagai kerangkakerjauntuk meng-
analisis pendorong inovas yang juga digjukan tanpa validasi
empiris sebelumnya. Selanjutnya beberapa peneliti meng-
gunakan model Penta Helix sebagai kerangka kerja untuk
menganalisis peran yang harus dilakukan stakeholders dalam
mendukunginovas di Perguruan Tinggi (Sibayanetd., 2017), untuk
mendukung pelaku ekonomi kreatif (Muhyi et al., 2014), dan
pembangunan ekonomi di wilayah tersebut (Tonkovicetal., 2015).
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Daam kajian kerangka teoritisnya, para peneliti telah
mengemukakan pentingnya hubungan sinergi antara ketiga
komponen heliksuntuk berinteraks dan bekerjasama, dimana
interaksi antara ketiga komponen tersebut akan membawa
pengetahuan dan inovasi baru, serta menciptakan dinamika
inovasi . kegiatan ekonomi berbasis (Etzkowitz & L eydesdorff,
1997; Rampersad, Quester, & Troshani, 2010).

Akan tetapi, model Penta Helix yang dikembangkan oleh
peneliti memiliki komponen yang berbeda. Terkait dengan
pembangunan ekonomi dan sosial Halibas et a. (2017) telah
menawarkan komponen Penta Helix yang terdiri dari:

a Akademis yang mampu mendorong dan memungkinkan
penyebaranidedanimplementas inovas dan kewirausahaan.

b. Pemerintah yang berperan dalam mendukung sistem
inovas melaui investas publik dalam hal penelitian
dan pengembangan sertainfrastruktur pengetahuan, ke-
bijakan inovas publik, dan dukungan inovasi dengan
bermitra/berjg aring dengan lembaga swasta.

c. Dukungan swasta melalui pendanaan penelitian dan
pengembangan produk teknik komersiaisas. Sebaliknya,
pihak swasta justru diuntungkan dengan adanya
teknologi baru dari hasil penelitian, dan

d. Lembagaswadayamasyarakat dan masyarakat sipil yang
diharapkan terlibat dalam pembangunan sosia dan eko-
nomi melalui partisipasi aktif dalam pembangunan.
program menggunakan model Penta helix (Halibas et
al., 2017).

Merujuk pada dimens yang digunakan pada penelitian
sebelumnyadan jugakonteks dalam pendlitian ini yaitu mencari
dimens yang relevan dengan dukungan yang dapat diberikan
oleh stakeholders konsep Penta Helix untuk meningkatkan
daya inovas startup, dimensi konstruk Variabel Penta Helix
dalam penelitian ini adalah:
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Akademisi: Akademis berkontribus padapengembangan
sumber daya manusia seperti lulusan, dosen, peneliti
yang berperan penting dalam pemanfaatan ilmu penge-
tahuan dan penelitian menjadi inovas serta produk /
bisnis baru (Carayannis et a., 2012), dalam konteks
penelitian ini adalah dalam ranah pengelolaan hutan
desa.

Bisnis: Istilah “Bisnis” dapat diartikan sebagai seorang
pebi snisatau pengusaha. Subsistem ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada ekonomi berbasis penge-
tahuan berupa “modal ventura” dan kemampuan
menjalankan usaha. Hal ini sgjalan dengan apa yang
diungkapkan (Carayannis et a. 2012). Peran helix ini
adalah untuk mendukung inovasi dalam pengelolaan
hutan desa antara lain dengan dukungan permodalan,
jearing, kerjasama bisnis dan CSR.

Pemerintah: Pemerintah mempunya kewenangan di
bidang hukum dan kebijakan publik, dalam hal ini,
Indikator dimensi pemerintahan terkait dengan “modal
politik dan hukum” dari pemerintah yaitu: perizinan,
kebijakan, insentif, hibah yang dapat ditempatkan untuk
pengembangan inovas pengelolaan hutan desadan juga
penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, akses
jaan dan lain-lain (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997;
Fathin, 2016; Katili, Arbie, & Uno, 2012).
Komunitas: sebagai heliks keempat, komunitas variabel
berperan dalam mendukung inovasi pengel olaan hutan
desamelalui penciptaan wadah interaksi dalam komu-
nitas dan peningkatan kemampuan kreatif mereka
(Awaluddin et a., 2016). Komunitas merupakan salah
satu sumber ide pengembangan ide inovatif (Nylander
& Tholander, 2017) dan juga wahana berbagi ide dan
mengembangkan inovasi (Lindtner, Hertz, & Dourish,
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2014). Oleh karenaiitu, keterlibatan masyarakat dalam
skema Pentahelix memiliki peran penting selain akade-
misi, duniausaha, dan pemerintah, masyarakat memiliki
kemampuan untuk berpartisipasi langsung dalam me-
numbuhkan inovas dan ekonomi berbasi s pengetahuan.
Masyarakat dapat secaralangsung melakukan pendlitian
dan mendapatkan masukan terkait produk baru yang
dikeluarkan oleh pengusaha melalui lembaga swadaya
masyarakat yang ada sebagai perwakilan masyarakat,
atau langsung melalui masyarakat itu sendiri.

5. Media berperan daam menyampaikan informasi terkait
semua jenis variabel yang dibutuhkan oleh berbagal
pemangku kepentingan. Jurnalis diposisikan untuk
meliput dan menginformasikan pemangku kepentingan.
Publisitas harus bertujuan untuk mendidik masyarakat.
Mediajuga menjadi saluran umpan balik dan interaks
antara pemangku kepentingan terkait (Effendi et al.,
2016). Selain itu, media berperan menghubungkan
seluruh pelaku utamadengan pasar industri nasional dan
global. Secara spesifik, mediamampu memainkan peran
penting dalam memastikan reputasi suatu perusahaan
di Indonesiamisalnya dapat tetap sama di hegara maju
lainnya (Awaluddin et al., 2016). Indikator dukungan
media dalam dimensi ini dapat dilihat dari aspek pub-
lisitas yang dilakukan media terhadap hutan desa dan
produknya, segjauh mana pengelola hutan desa men-
dapatkan ide, informasi mengenai suaradan pilihan pe-
langgan serta informasi bermanfaat lainnya yang di-
salurkan melalui media.

K ekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah perlu
didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunan tak
bisa dilakukan satu pihak. Maka konsep pembangunan ‘pen-
tahelix’, di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas,
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akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun keber-
samaan dalam pembangunan.

Selanjutnya (Aribowo, 2019) mengatakan bahwa dalam
menciptakan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dapat
memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan
lingkungan sekitar, maka diperlukan optimasi peran business
(bisnis), government (pemerintah), community (komunitas),
academic (akademisi), and media (publikasi media) atau
BGCAM. Gambar kolaborasi menurut pentahelix terlihat di
bawahini.

Kolaborasi
Penta Helix

Gambar 2. Modd Kolaboras Pentahdix

2.3. Peyelenggaraan Hutan Desa

Penyel enggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkat-
kan kesgjahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan
dan menjamin kel estarian lingkungan. Karenaitu pel aku utama
hutan desa adal ah L embaga Desa yang dalam hal ini lembaga
kemasyarakatan yang ditetgpkan dengan Peraturan Desa (Perdes)
secara fungsional berada dalam organisasi desa dan ber-
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tanggung jawab kepada Kepala Desa dan diarahkan menjadi

Badan UsahaMilik Desa(BUMDes). Dalam pelaksanaannya,
program hutan desa pun diarahkan sesua prinsip-prinsipnya
bahwa 1) tidak mengubah status dan fungs kawasan hutan; dan
2) ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Karena hutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya dan
ekologis. Jadi pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi

perlu juga mempertimbangkan aspek |ainnyayang merupakan
satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini tidak dipahami

baik, makayang akan terjadi adal ah kerusakan hutan yang mem-
bawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan
lingkungannya.

Perlu diketahui secarategas adalah bahwa hutan desaitu
merupakan hutan negarayang dikel olaoleh masyarakat lembaga
desa, sehinggauntuk menerapkan pengel olaan hutan desaharus
berlandaskan aturan hukum negaradan atau kebijakan pemerintah
baik pusat maupun daerah. Oleh karenaitu hutan desamemiliki
beberapa kriteria, diantaranya: 1) kawasan hutan desa berada
dalam kawasan hutan negara seperti hutan lindung dan hutan
produksi; 2) belum dibebani hak pengelolaan atau izin peman-
faatan untuk bentuk pengelolaan lain; dan 3) kawasan hutan
berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan
(Damayanti, 2011: 73)

Pengel ol aan hutan desa berkel anjutan adal ah suatu proses
pengel olaan | ahan hutan yang dilakukan sedemikan rupasehingga
secara bekesinambungan dapat terus menerus memberikan
produks dan jasasertayang bisamenimbulkan efek lingkungan
dan sosial yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan. Dimana, Pengelolaan
hutan lestari bertujuan untuk kepentingan sosial, ekonomi dan
lingkungan. Menurut Mardikanto (2014: 93) bahwa 3 pilar
pembangunan berkel anjutan mencakup tigalingkup kebijakan:
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan
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lingkungan. Dimensi pengelolaan hutan desa berkelanjutan
menurut Higman dkk., (2006: 33) adalah: a) KerangkaHukum
dan Kebijakan (A legal and policy framework), b) Keber-
lanjutan dan Optimalnya produks hasil hutan (Sustained and
optimal production of forest products), c) Perlindungan Ling-
kungan (Protecting the environment), d) Kesejahteraan
Masyarakat (Wellbeing of people), €) Teknik Silvikultur (Some
extra considerations apply specifically to plantations).

Menurut Violita, C. Y., Setiawan,A., & Rudtiti, E. L. (2015:
13) Hutan Desa merupakan habitat satwa yang perlu dikelola
guna kelestarian atau keberlanjutan satwa di dalamnya. Juga
dijelaskan Akiefnawati, R., & Rahayu, S. (2016) bahwa hutan
desa merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim
sekaligus sebagal upaya untuk mensegjahterakan masyarakat.
Saat ini, pemerintah Indonesia mentargetkan 12.7 juta hektar
hutan dialokasikan bagi masyarakat untuk pengelolaan hutan.
Menjadi pertanyaan bersama bagaimana masyarakat akan
mengelola hutan tersebut dan bagaimana pengelolaan hutan
tersebut mengakomodir pengetahuan tradisional masyarakat
tanpa menegasikan kepentingan lain seperti kebutuhan eko-
nomi, pemerataan kesegjahteraan dan isu perubahan iklim serta
jasalingkungan. Pemanfaatan Hutan Desa pada kawasan hutan
lindung dan hutan produks sedikit berbeda. Padahutan lindung
dan hutan produksi pemanfaatan kawasan untuk budidayajamur,
lebah, tanaman obat, tanaman hias, makanan ternak, penang-
karan dan rehabilitas satwa diperbolehkan.

Rideng, I. W., Astara, I. W. W., & Nahak, S. (2018: 30)
men] el askan bahwaHutan adal ah sumberdayaa am yang sangat
penting dalam kehidupan manusia di seantero bumi.
Pemanfaatan sumber dayaalam telah diatur di dalam UUD R,
sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 ayat (3), yang secara
ekplisif terhadap kekayaan alam yang ada dipergunakan untuk
sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Padabagian lain, keten-
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tuan pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 67 UU Nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan, mengakui keberadaan
masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan dengan
menerapkan kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut.
Konsep penyempurnaan terhadap Awig-awig Desa Pakraman
Pandan Banten Selat menjadi sangat penting untuk dilakukan
penyesuaian sejalan dengan perkembangan keberadaan warga
masyarakat/kramadesadi sekitar kawasan hutan desa. Sebagai
antispas awa terhadap semakin merebaknyaadanyapengerusakan
terhadap hutan oleh warga masyarakat/krama desa diperlukan
pengaturan semakin tegas dengan cakupan pengaturan lebih luas
melalui pararem. Konsep pemberdayaan ini dilakukan terhadap
keberadaan pecal ang jagawana dalam menjaga keamanan dan
pelestraian hutan desa. Mengingat tantangan terhadap perilaku
wargamasyarakat/krama desaakan semakin banyak. Dipandang
perlu untuk penambahan (kuan-titas) tenagapecal ang jagawana,
agar mampu mengcover cakupan luas hutan. Termasuk pening-
katan saranadan prasarana pendukung da am rangka pengamanan
hutan. Konsep Rehabilitas ini dilakukan dalam upayatetap ter-
jaganya kelestarian hutan. Sehingga program/kegiatan yang
dilaksanakan BUM DesaPandan Harum melakukan rehabilitas
hutan dengan penanaman pohon secara berkel anjutan.

Menurut Mardhiah, A., Supriatno, S., & Djufri, D. (2018:
230) bahwa pengel olaan hutan berbasi s kearifan |okal terdapat
pada aktivitas pengel olaan hutan, anjuran dan larangan, serta
kelembagaan adat. Potensi pengembangan hutan desa yaitu
landasan hukum, dukungan LSM Lingkungan dan lembaga
pengelola hutan desa. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap
pel aksanaan aturan menunjukkan perseps yang kuat dan sikap
yang kuat ditunjukkan oleh masyarakat. Sidiyasa, K., & Iwan,
R. (2006: 20) menjelaskan bahwa dalam menjaga hutan agar
lestari masyarakat desa secara bersama-sama berpindah ke
hutan desa dengan membuat kesepakatan bersama dan juga
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mengendalikan pemanfaatan hutan desa. Juga bermitradengan
lembaga L SM serta pemerintah dalam melakukan riset dan pe-
ngembangan pemanfaatan hutan desa.

Asmin, F. (2015) menjelaskan mengenai pengelolaan
hutan desa bahwa pentingnya kerjasama yang kuat antara
Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk
mendorong perluasan ared-ared kelolahutan berbassmasyarakat.
Hutan desa (HD) didefinisikan sebagai hutan negarayang tidak
dibebani hak yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan
masyarakat desa (Kementerian K ehutanan, 2014). Pengaturan
kelembagaan pengelola HD sedikit berbeda dibandingkan
dengan pengel olaan kawasan hutan berbasi smasyarakat lainnya,
seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat, karena
HD diberikan hak pengelolaan selainizin, ssmentarayang lain
dapat memanfaatkan sumber dayahutan hanyaberdasarkanizin.

Hutan desajugadapat dianggap sebagai saranakompromi
untuk memberikan akses kepada masyarakat adat untuk
mengel ola kawasan hutan, mengingat peraturan mengenai hutan
adat masih belum kokoh. Kelembagaan HD merupakan suatu
sistem pengel olaan hutan berbasis masyarakat yang rel atif baru
yang dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
K ehutanan (KLHK) untuk mengel ola kawasan hutan produks
dan hutan lindung yang bebas dari klaim atau hak. Penduduk
desayang diwakili oleh lembagadesa, memainkan peran utama
dalam mengel oladan memanfaatkan manfaat dari hutan negara.

Daam hal ini, sebuah desayang mengelolaHD tidak hanya
memanfaatkan sumber daya hutan, tetapi juga bertanggung
jawab agar hutan tetap lestari. Hutan desa harus berada dalam
batas administras desa karenamenurut Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desadidefinisi-
kan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
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prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiona yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
K esatuan Republik Indonesia (K ementerian K ehutanan, dalam
Muttagin, S. H., Samsoedin, |., Subarudi, N., & Hamdani, F. A.
U. (2017).
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